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BUPATI SEMARANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 

 
NOMOR 6 TAHUN  2015 

 
TENTANG  

 
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT SERTA 

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 KABUPATEN SEMARANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SEMARANG, 

 
 
Menimbang : a. bahwa  guna  mendukung kesejahteraan dan dalam 

rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan desa, perlu diberikan penghasilan tetap 
serta jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan 
Perangkat Desa.  

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5)  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, besaran penghasilan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati; 

  c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Semarang; 

 
Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang    

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
     4. Undang-Undang ........................ 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ; 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah  Tingkat II Semarang            
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079 ) ; 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang          
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500 ) ; 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan   
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

 
 
     12. Peraturan Menteri .................. 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 

      
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 ) ; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 

2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa       
( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 
Nomor 24 ) ; 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah  
( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Semarang Nomor 13 ) ; 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga 
Teknis Daerah dan Kantor Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang            
( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 17 ) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, 
Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Semarang ( Lembaga Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 11 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 
2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 20 ); 

     19. Peraturan Daerah .................... 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14); 

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015          
( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 
90); 

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Desa dan 
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI  TENTANG BESARAN PENGHASILAN 

TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN 
SEMARANG  

 
 

Pasal 1 
 

Besaran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten 
Semarang setiap bulan adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Desa    Rp. 2.000.000,00 
b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil Rp. 1.400.000,00 
c. Kepala Seksi    Rp. 1.000.000,00 
d. Kepala Urusan    Rp. 1.000.000,00 
e. Kepala Dusun    Rp. 1.000.000,00 
 
 

Pasal 2 
 

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dianggarkan dalam Alokasi 
Dana Desa . 

 
 

Pasal 3 
 

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat dapat diberikan jaminan 
kesehatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 4 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 
 

Ditetapkan di Ungaran 
       pada tanggal 02-01-2015  
 

BUPATI SEMARANG, 
 

CAP TTD 
 

M U N D J I R I N 
 
 
Diundangkan di Ungaran 
pada Tanggal 02-01-2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

 
CAP TTD 

 
GUNAWAN WIBISONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 6 
 
   


